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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

 
LAPORAN SINGKAT 

RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN KORLANTAS POLRI, 
BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, DAN KEMENTERIAN PU DALAM 

RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG STATISTIK  
 

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025 
TANGGAL 30 APRIL 2025 

Tahun Sidang : 2024—2025 

Masa Persidangan : III 

Rapat Ke : 9 

Jenis Rapat : RDP 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2025 

Waktu : Pukul 10.44 WIB s.d pukul 13.29 WIB 

T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi 

A c a r a  : Mendengarkan pandangan/masukan dari:  

1. Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korps 

Lalu Lintas (Korlantas) POLRI 

2. Direktur Utama Badan Penyelanggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan 

3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan 

4. Plt. Kepala Pusdatin Kementerian Pekerjaan Umum 

terhadap penyusunan RUU tentang Statistik 

Ketua Rapat : Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. 

Sekretaris : Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H. 

Hadir  : - Anggota 

43 Orang Hadir, 18 Izin dari 8 Fraksi 

- Narasumber 

1. Brigjen Pol Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., 

S.I. (Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) 

Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI) 
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2. Prof. Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama Badan 

Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) 

3. Bpk. Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan) 

4. Bpk. Krisno Yuwono (Plt. Kepala Pusdatin Kementerian 

Pekerjaan Umum) 

 

I. PENDAHULUAN. 

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka 

penyusunan RUU tentang Statistik dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, 

S.H., M.H. 

 

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.44 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk 

umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan 

para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan  terhadap penyusunan 

RUU tentang Statistik. 

 
 

II. KESIMPULAN. 

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka 

penyusunan RUU tentang Statistik, mengusulkan sebagai berikut:  

1. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPS mendukung data Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan sesuai INPRES No.4 Tahun 2025. Diskusi awal terkait Sensus 

Ekonomi 2026. Penggunaan data BPS untuk perhitungan manfaat berkala dan upah 

tertinggi program Jaminan Pensiun. Data Sakernas digunakan untuk penetapan target 

cakupan kepesertaan dan iuran. Unit Kerja Manajemen Data dan Analitik mengelola 

data, termasuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Mengumpulkan dan 

menganalisis data untuk mendukung studi aktuaria dan evaluasi program jaminan 

sosial. Produk data statistik termasuk Tabel Mortalita BPJS Ketenagakerjaan. 

 

2. Penggunaan data oleh BPJS Kesehatan adalah untuk pengambilan keputusan, 

memahami kebutuhan peserta, mendeteksi risiko, dan penyimpangan. Klasifikasi data 

berdasarkan tingkat kerahasiaan (Rahasia, Terbatas, Biasa). Kontrol akses dan 

perlindungan data melalui enkripsi, manajemen backup, dan teknologi keamanan. 

 

3. Korlantas Polri menyatakan pengelolaan data statistik lalu lintas nasional untuk 

mendukung kebijakan berbasis data. Penyampaian data ke BPS, Kementerian 
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Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan instansi terkait 

lainnya. Evaluasi dan perumusan kebijakan keselamatan jalan. Perencanaan 

transportasi nasional. Penyusunan indikator pembangunan dan sarpras daerah 

berbasis lalu lintas. 

 

4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan adanya perbedaan metodologi 

pengumpulan data, waktu pengumpulan, cakupan wilayah, definisi variabel, dan 

sumber data. Langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan data termasuk analisis 

mendalam, penyesuaian data, dan harmonisasi metodologi. BPS sebagai Pembina 

Statistik dan Mitra Kerja. Kementerian PU aktif memberikan rekomendasi dan 

masukan bagi pelaksanaan EPSS. Penyelenggaraan Ruang Belajar Data untuk SDM 

Kemen. PU. 

 

5. BPS sebagai institusi penyelenggara statistik tanpa perlu Dewan Pengawas terpisah. 

Pertukaran data antar Kementerian/Lembaga tanpa perlu Nota Kesepahaman. Satu 

portal data statistik untuk seluruh level data. 

 

6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 

 

7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, 

dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan 

Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik 

 

III. PENUTUP. 

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka 

penyusunan RUU tentang Statistik ditutup pukul 13.29 WIB. 

 

 Jakarta, 30 April 2025 
AN. KETUA RAPAT/ 

SEKRETARIS 
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